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Abstrak
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Dalam hukum Islam ada istilah "At-ta'addadatul jaraim (di dalam hukum positip disebut
perbarengan perbuatan pidana) yaitu bermacam-macam perbuatan pidana yang
dilakukan oleh seseorang yang masing-masing perbuatan tersebut belum pernah
memperoleh keputusan akhir. Perbarengan perbuatan pidana (concursus, at-
ta'addadatul-jaraim) tersebut telah diatur baik oleh KUHP maupun hukum Islam yang
masing-masing mempunyai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Dalam hal
ini masalah yang diangkat adalah bagaimana penerapan sanksi perbarengan pidana
menurut KUHP? Bagaimana penerapan sanksi perbarengan pidana menurut hukum
Isam? Bagaimana perbandingan antara keduanya? Dengan menggunakan metode
induktif, deduktif dan komperatif pembahasan ini menyimpulkan bahwa Penerapan
sanksi perbarengan perbuatan pidana menurut pasal 66 ayat 1 KUHP adalah
menggunakan sistem penjumlahan (komulasi) terbatas, yakni setiap perbuatan pidana
dijatuhi pidana, akan tetapi jumlah semua pidana tersebut tidak boleh melebihi
maksimal pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Dalam pasal 66 ayat 2
pidana denda dapat dibayar dengan ketentuan  seperti yang disebutkan dalam ayat 1,
atau dapat diganti dengan pidana kurungan (pengganti denda) apabila terhukum

tidak mau /tidak mampu membayarnya.
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*B.;AYBL. X
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kiteb Undang Undang Hukum Pidena ( KUHP ) yang
berlaku di Indonesia ssat ini adalsh KUHP yang dikodi -
fisir dari " Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch
Indie " dan telah diunifisir sejak tanggal 1 Januari
1918, Dengen periibshen - perubshen den dan  ‘tembehan
tambshan, maka KUHP tersebut masih b:2-1berlaku hingga
sekarang berdasarkan UU No 1 tahun 1946 dengan diperkuat
UU No 73 tahun 1958 yang menyatakan bahwa UU No 1 ‘tahun
1946 diperlakukan untuk seluruh wilayah Indomesia (Moel-

jatno, 1§93:17 Y.

Dalam KUHP tersebut terdepat istilsh " perbuatan
pidana " yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum pldana
dan bagl pelakunya diancam dengen pidena (Moeljatno,1993

:2),

Perbuatan yang dilarang tersebut beraneka ragam
sehingga hampir setiap perbuatan manusia yang bekrkenaan
dengan ketentuan umum itu telah diatur di dalam KJHP,

demikian pula dengan ancaman pidananya,

Pada garis besarnya ancaman pidana tersebut dapat

dibedakan atas :
1, Pidana pokok



a, pidana mati,

b. pidana penjara,

c. kurungan,

d. denda
2. Pidana tambshan.

a., pencabutan hak - hak tertentu,

b. perampasan barang - barang tertentu,

¢. pengumuman putusan hakim.%Moeljatno, 1985:6).

Di delem KUHP juga terdapat istilah " perbarengan

perbuatan pidana (concursus) " yang merupaken salah satu
dari golongsn perbuatan pidana yang telah diatur dalam

KUHP tersebut dalam beberapa pasalnya.

Adapun yang dimaksud dengen perbarengan perbuatan
pidana (concursus) yaitu beberapa perbuatan pidana yeng
dilakukan oleh satu orang yang antara melakukan perbuat-
an pidana yang satu dengan yang lain belum ada putusan

hekim (ponis) ( R. Soesilo, 1991:80 ).

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa di dalam
perbarengen perbuatan pidana itu terdespat beberapa per-
tuatan pidana dan sebagaimana yang telah disebutkan di
atas bahwa setiap perbuatan pidana itu telah ada ancaman
pideananya, meka pelaku perbarengan perbuatan pidana ter-
sebut dapat diancam pidana pada setiap perbuatean itu.

‘Dalem hukum Islam istilah perbuatan pidana itu di
kenal dengan kata " jarimah atau Jinayah * yaitu segala
yang dilarang syara' (hukum Islam) yeng disncema dengen
pidana had atau pidana %a'zir (Hasby Ash Shiddieqy, 1982

:36)0

Jadi setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum



Islam dan disertai dengan ancemen pidena baik pidana
had (pidana untuk perbuaten pidena hudud, gishos, diyat,
dan kifarat) maupun pidena ta'zir, maka perbuatan terse-
but adaleh perbuetan pidana (Jjarimsh atau jinayah).

Aﬁcaman pidana tersebut menjadikan setisp perbuat
an pidana itu tidek akan lolos dafi pidana tu&%tbrtebut;
sebab jika perbuatan itu tidak dijatuhi pidana hed, maka
perbuatan itu eken dikensi pidana ta'zir yeng semuanye
telah diatur oleh hukum Islam,

Di samping itu dalam hukum Islam juga dikenal
dengan istilah "At-ta'sddadatul jardim (d:idalem  hukum
positip disebut perbarengen perbuatan pidans)" yaitu ber
macam-macam perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseor-
ang yeng masing-masing perbuatan tersebut belum pernah

memperoleh keputusan akhir (Ahmad Henafi, 1986:326).

At-ta'addadatul jardim di atas melukiskan adanya
beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh satﬁ"orang
dan setiap perbuatan tersebut tidak akan lolos dari an-
caman pidana yang penerapannya telsh diatur oleh hulcum

Islanm,

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa per-
barengan perbuatan pidana (concursus, at-ta'addadatul -
jardim) tersebut telsh diatur baik oleh KUHP maupun
hukum Islam yang masing-masing mempunyal persamaan-persa
masn dan perbedaan-perbedaan,

o

i

o



Sehubungan dengan hal di atas, dan untuk mengeta-
huinya lebih lanjut, maka hak itu perlu sekali untuk di
adakan penelitian secara mendalam dengan mengadakan
studi banding (perbandingan) antara Kitab Undang Undang
Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum Islem tentang perbareng
an perbuatan pidana teruteama dalam penerapan sanksi

hukumnya,
Identifikasi Masaleh

Dari uraisn latar belakang masalsh di atas dapat
diketahui bahwa masalsh-masalah yang aken dibahas dalam
skripsi ini sdaleh :

1, Aneka pendepet ahli hukum positif dan  hukum Islem
tentang perbarengan perbuatan pidena (concursus, at -
ta'addadatul jardim)

2, Sistem penerapan sanksi pada perbarengan perbuatan
pidana menurut hukum Islem dan hukum positip

3, Penerapan sanksl perbarengan perbuatan pidana mermarut
KUHP

h.'Penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana menurut
hukum Islam

5, Perbandingan antara hukum Islam dan KUHP tentang

penerapan sanksi ﬁefbarengan perbuatan pidana,

C. Pembatasan masalah

Oleh karena masalsh-masalsh di atas cukup banyak



dan beragam, maka studi inl memberikan batasan

masalah sebagal berikat :

1, Penerapan sanksi perbarengan perbuaten pidana menurut
KUHP
2. Penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana mermurut
hukum Islam
3, Perbandingsn antara KUHP dan hukum Islem tentang pene

repan sanksi perbarengan perbuatan pidanas,

Perumusan Masalsh

Agar lebih praktis den operasional, maka masalah
di atas dapat dirumuskan sebagai berilkut 3

1, Bagaimana penerapan sanksi perbarengan perbuatan
pidana menuxutﬂhKUHB ?

2., Bagaimana penerspan sanksi perbarengan perbustan
pidana menurut hukum Istam ?

3, Bagaimana perbandingan antara keduanya ?

Tujuan Penelitian

Searah dengan rumusan masalsh di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah :

1, Menjelaskan tentang penerapan sanksi perbarengan
pertuatan pidana menurut KUHP,
2, Menjelaskan tentang penerapan sanksi perbarengan

perbuatan pidana menurut hukum Islem,



3. Menetapkan perbandingan antara KUHP dan hukum Islam

tentang penerapan sanksi perbarentan perbuatan pidana,
F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna
sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu

1. Dapat dijadikan kerangka dasar berfikir bagi parz~
hakim dalam penerapan sanksi (penjatuhan pidana) ter-
hadap pelaku perbuatan pidana agar putusannye adil,

2. Dapat dijadikan bshan penyusunan rancangan Undang
Undang hukum Pidana Indonesia pada masa yang akan
datang,

G. Metedologl Penelitian

Dalam metadolpgi pinelitiash dhivaRahxrwmiitkemukakan
tentang :
1. Data yang dihimpun
Bata - data yang dihimpun dalam penelitian ini ter
diri dari data mengenail :
a, Pengertian perbarengan verbuatan pidana
b, Dasar tentang perbarengen perbuatan pidana
¢. Unsur-unsur perbarengan perbuatan pidana
d. Bentuk-bentuk perbarengan perbuatan pidana
f, Sistem penerapan sanksl perbarengan perbuatan

pidena



£, Pendepat-pendapat sarjana hukum mengenal perbareng

an perbuatan pidana,

2. Sumber data

Data-data tersebut di atas dapat diperoleh déri
berbagal sumber bahen hukumy yaitu :

a, Sumber bshan hulum primer yattu bshan-bshan hukum
yang mengikat dan antara lein berassl dari peratur
an perundeng-undangen, Dalam hal ini akan diguna
kan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Sumber bahan hukum skunder yaitu bshan - bzhan
hukum yeng memberikan penjelasan mengenal bahan -
bshan hukum primer,yang akan digunakan ialsh hasil
hasil karya dari kalangen ahli huxum (Soerjonor
Soekanto, 1986:52).

3, Teknik pengumpulan datﬁ

Dari sumber data yang digunakan diates telah
jelas bahwa penelitian masalah tersebut merupakan penell
tian kepustakeen, Adapun teknik pengumpulan data terse =
but yaitu dehgan cara menelash dan mempelajari sumber
sumber data di atas, Kemudian hasil telaah tersebut <£idi
catac dan dikualifikasikan menurut kerangka yang sudah

direncanakan sebelumnya.
L, Metode analisis data
L}

Data-data yang telsh dikumpulkan aken dianalisa

dengen beberapa tehapan, yaitu :



¢

a, Pengolshan data dengan cara editing yakni memerik

' sa kemball deta-dsta secara cermat baik dari segi

kelengkspan, keterbacaan, kejelasan makna, ataupun

dalem segl keselarasan atau kesesuaian satu sama
lain serta keseragaman datanya.

b. Pengorganisasian data yakni mengatur dsn menyusun
date-data yang telah diperoleh ke dalam kerangka
paparan yang telah direncanakan sebelumnya,

c. Penemuan hasil adalah melakukan analisis lanjutan
terhadsp hasil pengorganisasian data dengan  cara
menggunakan kaidah-kaidah, dalil-dalil,teori-teori

untuk memperoleh simpulan-simpulen,
5. Metode pembshasan

Hasil simpulan dari analisis data tersebut akan
dibshas dan dianalisis dengan menggunakan beberapa meto-

de, yaitu :

a, Metode induktif yaitu cara penyajiesannya dimulal
dari fakta-fakta yang bersifat khusus.,dari hasil
riset dan terakhir diembil suatu simpulan yang ber
sifat uwmn,

b, Metode deduktif yaitu cars penyajiannya dimulai
dari teori-teori, dalil-dalil,generalisasi-genera~
1isasi, dan selanjutnya dikemukakan fakta - fakta
yeng bersifat khusus dari hasil riset dan akhirnya
ditarik simpulan yang bersifat khusus,

c. Metode komperatif yaitu membendingkan antara keten
tuan-ketentuan KUHP dengan hukum Islam ( dalam hal



ini mengenal penerapan sanksli pada perbarengan -

pei‘buatan pidana )} yang kemudian dirumuskan simpul

annya,
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BAB 1II
PERBUATAN PIDANA

A. Pengertian
¢

Perbuatan pidana, dalam hukum Islam dikenal deng-

an kata "Jjarimah atau Jinayah", Agar istilsh perbuatan

pidana dapat dipshami dengan Jjelas, maka akan dikemuka
kan beberapa pendapat ahli hukum berikut ini

1.

2.

Se

Menmurut Van Apeldoorn bshwa perbuatan pidana adalah
perbuatan-perbuatan (handelingen) yang oleh undang
undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenail lihukumen
(Van Apeldoorn, 1986:336),

Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana ialah perbu-
atan (yaitu suatu keadaan atsu kejedian yang ditimbul
kan oleh kelakuan orang) yang dilarang oleh suatu
aturan hukum dan orang yang menimbulkan kejadian 1itu
diancem dengan pidana (Moeljatno, 1993:54),

Menurut Abdul Qodir *Audah bahwa yang dimaksud dengan
jinayah yaitu nama untuk perbuatan yang dilarang oleh
syara' baik itu mengenai Jjiwa (nyawa) atsu harta ateu
yang lain (Abdul Qodir 'Audah, 1994:6%)

Memurut Jonkers bahwa perbuatan pidana adalah perbuat
an yang melawan hukum (wederrechttelijke) yang berhu-
bungan dengan kesengajaan atsu kesalahan yang dilaku

Ran wvaid Com™MZ L, v '.".kict Cap s Sl 7 Soand .
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kan oleh orang yang dapat dipertanggungjawaken
(Jonkers, 1987:135).

Dari pengertisn-pengertian di atas dapat dipahami
bahwa perbuatan pidana itu merupakan suatu ;:riiperbuatan
yang dilarang oleh suatu hulum atau syara' den bagi pela
ka yang'Hapat mempertanggungjawabkan perbuatamnya itu di

ancam dengan pidana,
Unsur-unsur

Dari pengertian perbuatan pidana di atas daspat di
pahami bahwa tidak setisp perbuatan dapat dikatakan se-
bagal perbuatan pidana, Untuk dikataken sebagal perbuat
an pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur

pokok sebagai berikuit :

1. Aturan hukum yang melarang perbuatan dan mengancam

kan hukuman terhadapnya ( unsur formil, rukun syar'i)

Dalam hal ini, suatu perbuatan I .2:itu merupakan
larengan atau suruhan harus dinyatakan secara tegas oleh
suatu aturen hukum, Dalem hukumLpositip hal ini dikenal
dengan asas legalitas yaltu asas yang menentukan bahwa
tidak ada perbtuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam per-

undeng-undangen (Moeljatno, 1993:23).

Asas legalitas ini telah dicantumkan dalam pasal
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1 ayat 1 KUHP yang berbunyl :

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas
ketentuan aturan pidana dalam perundang - undangan
ang telsh ada, sebelum perbuatan dilakukan
Moeljatno, 1985:3),

Dalam Al-qur'an surat Al {gra' jugg'disebutkan :
o,‘ ’ ‘.. X “ e 1 L J
Dan Kami tidsk akan meng'azab sebelum Kami mengutus
seorang Rosul (Bepartemen Agama RI, 1989:426),
Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa segala
hukum itu tidak ditetapkan kecuali oleh syara' (Al-Qurtu
bi.V:231).

2. Adanya perbuatan yang memhentuk perbuatan pidana
(unsur materiel, rukun maddi),

Suatu hel yang berkaitan dengen perbuatan yang di
larang dan diancam dengan pidana oleh aturan hukum tere
sebut ialah perbuatan itu harus berwujud ( perbuatan
nyata) yang dapat berupa perbuatan positif yalmi perbuat
an yang séharusnya ditinggalkan atau bisa berupa perbuat
an negatif yakni perbuatan yang seharusnya dikerJjakan
oleh pelakunya sebagaimana yang telah dirumuskan oleh
aturah hukum, baik perumusan formil maupun perumusan ma-

teriel (Wirjono Projodikoro, 1989:35).

Dengan demikian, jika seseorang ingin melakukan
suatu perbuatan pidana, tetapi masih dalam bentuk ““batin
dan dapat diubsh kemsuan batinnya serta mengurungkan di-
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ri darinya, meka orang tersebut tidak dapat dijatuhi
pidana (Sobhi Mehmassani, 1994:306).

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan
oleh Imem Muslim dari Abu Hurairsh bshwa Rosulullah ber

sabda : 5y . . .y - @ ‘.; AR
L Lt 4, 2 a5l S iy

{Imem Muslim I;66).

Artinya : Sesungguhnya Allsh memaasfkan umatku apa @pa
yang terjadi (dibicarakan) pada Jiwa (hati)nya selama
umatku tersebut tidak mengerjakan atau mengatakannya
(mewujudkannya dalam bentuk perbuatan),

3, Pelaku perbuatan / pembuat (unsur moril, rukun adabi)

Daleam kaitannya dengan pelaku pidana sevabbersebut
agar dapat dijatuhi pidana, maka pelakunya harus memenu-
hi syarat-syarat yang telsh ditentukan ¢icoleh aturan
hukum yakni pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawab
an terhedap perbuatan pidansnya (Ahmad Henafi, 1986:5) .

Seorang pelaku perbuatan pidena itu despat dikata
kan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, apa
bila pada orang tersebut terdapat :

a, Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan
yang balk dan yang buruk, yang sesual dengan hukuam
dan yang melawan hukum (faktor akal)

b, Kemampuan untuk menentukan kehendaknya memurut ke-
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insyafan tentang baik dan buruknya perbuatan itadi
(faktor perasaan atau kehendak)(Moeljatno, 1993 :
165).

Dalam kaiten ini, pasal 44 menyatakan bahwa alas-
an tiada pertanggungjewaban pidana ialah karena Jiwanya
cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau ter
ganggu karena penyakit (ziekelijke storing) (Moeljatno ,

1993:167).

Dengan adanya aturen pasal 44 ini berakibat kalau
tidak mampunya karena Jiwanya yang masih sangat' muda,
maka pasal tersebut tidak dapat dipakal dan pelakunya
bebas dari pertanggungjawaban pidana,

Dalem hukumaIslam, hal ini juga ditegaskan dalem
suatu hadits yang diriwayatkan oleh Aisysh bahwa Nabi

s.a%w bersabda

(ot p Jasies G I (s~ "A’)LL»‘:»U' 2
-J> ~}ﬁ~),_éﬁ.\j¥’4{5r<’~L’L*f;) .J“£==“~:9" Z::

(Muhemmed bin Ismail Al-Kehleni III, 180-181).

Yang artinya : tiesda ditulis pshala den dosa (tidak di
jatuhi senksi) terhadap seseorang itu mengenai tiga hal,
yaitu oreng tidur sampai dia bangun, ansk kecil sampal
dia besar (balig), dan orang gila sempai dia berekal,

Dengen demikien, apabila seseorang tidak memiliki

kemampuan-kemampuan di atas kemudian melakukan perbuatan
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pidana, meka atas orang tersebut tidak dapat dipidana
sebab kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuaten
pideana itu tidak terdapat padanya,
¢, Tidak ada keterpaksaan dalem melakukan perbuatanya
(Hasbl Ash Shiddieqy, 1975b :77).

Dalam suatu perbuatan pldsna, orang yang melaku
ken perbuatsn tersebut harus bebas dari tekanan atau
paksaan orang lain dalem pelaksanaannya, Dengan katalain
bahwa orang tersetut melakuken perbuatan iritu dengan
kemauannya sendiri, Jika hal ini tidak terdapat padanya
mak§ orang itu dianggep tidak mampu mempertenggungjawab-
kan perbuatan pidananya. '

Dalam hel ini, misalnya seseorang dipaksa untuk
melakukan perbustan murtad, maka orang itu tidak dapat
dijatuhi pidana bila hatinya masih berimen, Hal ini di
dasarken pada firman Alleh surat An-Nahl eyat 106 yang
berbunyi : L v
A5, 0 7S oA Lbom Dbl i -

(11 s 33 b‘.s.—.'z"i.—g' o~
Bareng sispa yang kafir kepada Allsh sesudah dia
beriman %dia mendapat kemurksan Alleh) ,kieuall’orang
ang dipeksa kafir padshal hatinya tetap beriman
{dia tidak berdosa) (Depertemen Agama RI, 1989: u18),

Dari uraisn di atas dapat diembil kesimpulan bah-

wa suatu ,perbuata.n dapat disebut ‘sebagal perbuatan

pidana Jike perbuatan itu memenuhi unsur-unsurnya, yaitu

1). Aturan hukum yang melarang perbuatan dan meng-
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ancamkan hukuman terhadapnya
2). Adanya perbuatan yang membentuk perbuatan pida-
na

3), Pelaku perbuatan / pembuat

Ketiga unsur tersebut mergpekan unsur-unsur umum
yang harus dipenuhi oleh setisp perbuatan pidana dengan

segala macamnya,

Disamping itu, setisp perbuatan pidana itu harus
memenuhi unsur-unsur khusus yaitu unsur-unsur yang harus
dimilikioleh suatu perbuatan pidana tertentu ssja, Unsur
unsur khusus tersebut dapat berbeda-beda Jjumlahnya atau
macamnya.pada setiap perbuatan pidana sesual dengan per
bedaan perbuatan itu, Misalnya unsur khusus pada perbuat
an pidana pencurian yaitu pengambilan barang dengan dism

diem (Ahmed Hanafi, 1986:6).

Dengan demikian, maka setiap perbutan pidana itu
harus memenuhi unsur-unsur umum yakni unsur-unsur yeang
harus ada pada setiap macam perbuatan pidena dan Juga
harus memenuhi unsur-unsur khusus yang harus A'wvdimiliki

oleh masing-masing perbuatan pidana itu sendiri,

Sanksl-sanksi

Sanksi (pidana,'uqubsh) merupaken suatu nestapa
(derita) yang sengaja dijatuhkan oleh negara atau lemba-
ga negara terhadap pelaku perbuatan pidana tersebut
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(Aruan Sakidjo dan Beambang Poernomo, 1990: 69),

Pidana merupakan hukuman yang berupa siksaan yang
tujuannya untuk menjaga keselamatan, memelihara ketentra
man dan ketertiban masyarakat, make tidak dibenarkan me-
ngambil tindakan sendiri dalam menangani pelaku perbuat
an pidana tersebut (C.S,T. Kansil, 1989:259).

Agar ketentraman dan ketertiban dapat terjaga dan
terwujud, maka besarnya pidana itu disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi atau
mengurangi apa yang diperlukan, baik untuk melindungi
kepentingan masyarakat maupun menjauhkan ekibat-akibat
dari perbuatan pidana (Ahmad Hanafi, 1986:156).

Untuk itu, maka dalam hukum Islam dan Jjuga hukum
positif ;elah mengatur tentang berbagal macam ancaman
pidanea sebagal sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang
dilakukan, Adapun pidana delam hukum Islam pada garis

besarnya terbagl menjadi empat macam, yaitu 3

1, Pidana hudud

Pidana hudud (bentuk jemak dari kata had) adaleh
pidana tertentu sebagai hal Allah atsu pidana tertentu
untuk kepentingan (kemashlehatan) masyarakat yeng tidak
dapat digugurkan oleh perseorangan dan juga oleh masyara
kat (Abdul Qodir ‘*Audah I, 1994:635).

Adapun pidana hudud tersebut ada beberapa macem
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( sesuai dengan macam perbuatan pidana), yaitu :

#, Pidana dera (Al-jildu)

b! Pidana mati (Rajem)

c. Pidana dera dan pengasingan (Al-jildu wa attagribu)

d, Pidana mati (Al-qatlu)

e. Pidana dera dan pesaksian tidak diterima (Al-jildu
wa ‘'adamu qabulu syahadah)

f, Pidana potong tangan dan kaki

g. Pidana mati dengan penyaliban

h, Pidena pembuangan (An-nafyu)

i, Pidana potong tangan (Al-gat'u)

(Sayyid Sabiq, 1990:77-=220).

2, Plidana qisas dan diyat

Pidana qisas ialsh pidena yang dijatuhkan kepada
pelaku perbuatan pidana itu setimpal (sama) dengan per
buatannya karena pembunuhan atau pelukaan yang éengaja
(Ahmad Hanafi, 1986:279), Pidana ini berupa pidana mati

dan pidana pelukaan,

Pidana diyat adaleh pidana yang berupa harta
tertentu yang diberikan kepada korban atau walinya yang
dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana karenhuw:pem-
bunuhan atau pelukaan yang semi sengaja dan tidak se-
ngaja (Ahmad Hanafi, 1986 : 284).

Harta tertehtu yang digunakan untuk diyat terseust
vut adalah berupa unta, akan tetapl Jika tidak ada unta
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dapat diganti dengan uang (harganya) ateu dengan barang
atau lembu yang seharga dengan unta yang ditentukan
(M. Hasbi Ash Shiddeqy, 1991:501).

3, Pidana kifarat

'Pidana kifarat adalah pidana tertentu untuk per-
buatan maksiyat dengan maksud untuk menghapuskan dosa
dosanya dengan cara melakuken ibadah tertentu ( Abdul
Qodir 'Audeh, 1994:683 ).

Pidana kifarat tersebut adalah pembebasan budak
(Al-%itqu) atau bersedekah yang seharga dengannya dan
jika tidak ada pemberian makan (Al-'itham)] pemberian
pakaian (Al-kiswah), dan puasa (Ash-shaum) ¢ ( Abdul
Qodir 'Audsh, 1994:68L4),

4, Pidana ta'zir

Pidena ta'zir adalah pidana yang dijatuhkan atas
perbuatan-perbuafan pidana yang tidak &ijatuhkan pidana
yeng telah ditentukan oleh hukum Islam (Ahmad Hanafi ,
19863 299).

Pidana - pidana ta'zir tersebut jumlahnya banyak
mulal dari yang teringan sampai dengan yang terberat dan
merupakan wewenang hakim untuk memilih diantara pidana
pidana itu sesual dengan keadaan pelaku dan perbuatan

v, Iyt w e
c. e
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pidananys,

Adapun pidana - pidana ta'zir itu berupa pidana

pldana sebagal berikut :

8.
b,
c.

d.

Pidena mati ('Uqibah al-qatli)

Pidana dera ( 'Uqibah al-jildu )

Pidana penjara ( 'Uqidbash al-?absi )

Pidena pengasingen ( 'Uqibeh at-taghribi wa al-
ib'E4d )

Pidana penyaliban ( ‘'Uqubah a§-§albi

Pidana peringatan ( 'Uqdbsh al-wa'fg )

Pidana pengucilen ( 'Uqibeh al-hajri )

Pidana pencelaan ( 'Uqibah at-taubIkh )

Pidena denda ( 'Uqdbeh al-garamsh ) dan lain lain
nya ( Abdul Qodir 'Audsh I, 1994:687-705 ).

Adapun sanksi dalam hukum positlif secara umnum

dapat dilihat pasal 10 KUHP, yaitu :

1), Pidana pokok, yang terdiri dari :

a). Pidana mati

b). Pidana penjara

¢). Pidana kurungan

d). Pidana denda

e). Pidana tutupan ( Berdasarkan Undang undang
RT No. 20 tehun 1946 Berita Negara RI tahun
kedua No., 24 tanggal 1 den 15 November ta-
hun<1946 ).
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2). Pidana tembshen yang terdiri ates :
a). Pencabutan hak - hak tertentu
b). Perampasan barang - barang tertentu, dan
¢). Pengumuman putusan hakim. (Auan Sakidjo
dan Bambang Poernomo, 1990:71).

D. Jenis - Jenis

Perbuatan pidana sangat banyak macamnya atau
jenisnya, dan setiasp perbuatan pidana itu telah ada
ketentuan ancaman pidananya sesuail dengan macamnya atan

jenis permuatannya.

Adapun jenis - Jenis perbuatan pidana tersebut
adaleh :

1. Percobaan perbuatan pidena ( poging, asy-syari'u fil-
jarImsh ),

Percobaan perbuatan pidana ( Asy-syurd'u fil-
jarTmeh ) adaleh permulaan suatu perbuaten yeng di
larang den merupakan satu bagian saja diantara bagi
an - baglian lain yang membentuk perbuatan pidana yang
tidak selesai (Ahmad Henafi, 1986:119).

'

Percobaan pertuatan pidana ( poging ) merupaken
perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang
dengan ussha keras untuk menyelesaikahnya, namun pe

laku tersebut tidak dapat menyeleéaikannya karena
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hal dari luar kehendaknya sendiri ( N.E. Algra at, al.
1983: 401 ).

Pertuatan tersebut merupakan perbuatan yang
belum selesai, karena perbuatan itu bell.i;’ ' memenuhi
unsur-unsur dari perbuatan pidana. Dengan kata lain
bahwa perbuatan pidana yang dimaksudkan oleh pelakunya
{tu belum tercapal, Misalnya seseorang pencuri telah
melubangl dinding rumah, Dan sebelum pencuri sempat me-

masuki rumah itu dia tertangkap.

Réngentiam;ntensebu$adislmpulkanbdarin pasal'c b3
dyaisoKUHE ayang: berbunyi :

~. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, Jjika niat
jtu teleh termyata dari adanya permulaan pelaksanaan
den tidek selesainya pelaksanman*itu, bukan semata
mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
(Moeljatno, 1985:29).

Adapun unsur-unsur percobaan perbuatan pidana

(poging) adalah 3

a, Harus ada maksud ( niat ) untuk melakuken ke~
Jjehatan

b, Harus ada permulaan pelaksanaan

¢. Pelaksanaan kejehatan itu tidak mencepai maksud
nya hanya oleh karena ada sebab-sebab yang di
1uar kehendaknya ( R. Tresna, 1959:82 ).

Percobaan perbuatan pidana ini, dalam hukum Islem
dianggep maksiyat ( kesalahan ) yang bisa dijatuhi pida
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na yakni pidana ta'zir, walsupun sebenammya baru merupa
ken permulaan dari pelaksanaan perbuatan pidana, Ada
pun dalam hukum positif, hal ini diatur dalem pasal
53 vayat 1, 2, 3, dan 4 serta pasal 54 KUHP,

2, Penyertaan perbuatan pidana (deelneming, al-isytiréku
£11 jarimeh)

Penyertaan perbuatan pidana ( deelneming ) adaleh
suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang
yané dalam pelaksanaan perbuatan tersebut terdapat se=-
orang ateau lebih pelaku lainnya yang turut serta (ter-
1ibat) ( Wirjono Projodikoro, 1989:108 ).

Walaupun ciri dari penyertaan perbuatan pidana
itu pelakunya lebih dari satu orang, tetapi tidak
setiap oreng yang terlibat terjadinya perbuatan terse
but dapat digolongkan sebagal peserta perbuatan pidana
yang bisa dijatuhi pidana, Untuk 1itu, maka mereka
harus memenuhi unsur-unsurnya seperti yang ditentukan
oleh pasal 55 dan 56 KUHP ( Aruan Saskidjo dan Bambang
Poernomo, 1990:142 ).

Adapun menurut Ahmad Hanafi bahwa yang dimaksud
dengan penyertasn perbuatan pidaha ( Al-isytird@iu £11
jarImsh ) yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakuken
oleh beberapa orang pelaku, baik melakukannya secara

bersama-sama, mengadakan persepakatan dengan orang lain,
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menyuruh orang lain, maupun memberi bantuan atau ke-
sempatan untuk dilskukannya perbuaten tersebut (Ahmad
Hanafi, 1986:136),

Oleh karena itu pelaku yeng dapat digplongken
sebagal peserta perbuatan pidana adalah :

a. Yang melakuken perbuatan pidana ( plegen, dader )

b. Yang menyuruh melakukan perbuatan ( doen plegen, mi-
ddelijke dader )

c. Yang turut melakukan perbuatan ( medeplegen, mede -
dader )

d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan ( uitlokken,
uitlokker )

e. Yané'manbantu perbuatan ( medeplichtig zijn, mede-
plichtige ) ( Wiejomo Proddodikoro, 1989:109 ).

Contoh penyertaan perbuatan pidana : Dua orang
teleh sepakat untuk membunuh A, kemudian mereka berdua
pergli untuk menemui A tersebut. Setelah bertemu dengan
A, salah satu dari kedua oreng tersebut mendekati dan
mengikat A dengan tali dan yang lainnya memukul kepela

A sampal mati,
3, Perbuatan pidana yang sudah selesal

Perbuatan pidana yang sudah selesai yaitu perbuat
an pidana yang dapat diselesaiken dengan sempurna

oleh pelakunya sehingga kehendaknya tersebut dapat ter
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capal atau dengan kata lain unsur-unsur perbuatan pidana

itu telsh terpenuhi semuanya,

Perbuatan pidana yang sudah selesal dapat dibeda

kan menjadi dua macam, yaitu :

a, Perbarengan perbuatan pidana ( Concursus, At-ta'adda-

tul jaraim ).

Perbarengan perbustan pidana ( Concursus, At-ta'-
addadatul jar2im ) adalah bermacam-maceam perbuatan
pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masing masing
perbuatan tersebut belum pernah memperoleh keputusan
akhir ( Anmad Hanafi, 1986:326 ).

Contoh perbarengan perbuatan pidana : sSeseorang
telsh mencuri, kemudian dia membunuh dan selanjutnya
dia merampok, Pada perbuatan pidananya yang terakhir
dia tertangkap dan perbuatan - perbuatan yang sebelum
nya belum pernah mendapat keputusan ekhir ( vonis ).

b. Pengulangen perbuatan pidana ( Recidive, Al-teudu ),

Pengulangan perbuatan pidana ( Recidive,Al-'sudu)
adalah kelakuan seseorang Yyang mengulangi perbuatan
pidana sesudeh dijatuhi pidana dengen keputusan hakim
yang mempunyai kekuasaan yang tetap karena perbuaten
pidana yeng telsh dilakukannya lebih dulu ( Aruan Saki =
djo dan Bembang Poernomo, 1990:181 ).

Contoh pengulangan perbuaten pidana : seseorang
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mencuri, lalu tertangkap dan dijatuhi pidansa, Seteleh
dipidana dia melakukan lagi tindak pidana penganiayaan
dan tertangkep yang kemudien dijatuhi pidana, Dalem hal
ini, per?uatan pidana yang kedua tersebut merupakan peng

ulangan perbuatan pidana,



BAB III

TPERBARENGAN PERBUATAN PIDANA
DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM

A, Perbarengan perbuatan pidana dalam hukum Islem
'

1. Pengertian

Perbarengan perbuatan pidana ( Concursus ) ini
teleh diatur dalam KUHP, akan tetapi pengertiannya belum
dijelaskan oleh KUHP tersebut., Untuk itu agar tidsk ter
salsh penafsiren,-maka akan dikemukakan pendapat para
ahli hukum tentang istilah tersebut, yasitu : |

a, R. Soesili mengatakan bahwa perbarengan perbuatan
pidana itu ialah beberapa perbuatan pidana Yyang
dilakukan oleh satu orang yang antara melakukan
perbuatan pildana yang satu dengean perbuatan pida
na yang lainnya belum eda putusen hakim ( ponis )
( R, Soesilo, 1991:80 ).

b, R. Tresna mangatakan behwa perbarengan perbuatan
pidana itu adalsh bebierepa perbuatan pidana
yang dilakukan oleh seorang saja yang perbuatan
perbuatan itu merupakan suatu rengkaian perbuatan
yang tidak terpissh oleh suatu putusan hakim
( R, Tresna, 1959:172 ).
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Dari rumusan pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa perbarengan perbuatan pidana ( Concursus ) adalah
beberapa perbugtan pidana yang dilakukan oleh satu
orang yang setiap perbuatan tersebut belum ada putuse

an hakim ( vonis ),
2. Unsur - unsur

Sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagal perbasax
rengan perbuatan pidana apabila sudah memenuhi unsur

unsur di bawah ini :
a, Ada beberapa perbuatan pidana

Dalasm perbarengan perbuatan pidana tersebut
terdapat beberapa perbuatan pidana atau satu perbuat
an yang dgngan perbuatan itu terjadi beberapa perbuat
an pidana yeng lain ( S(R. Sianturi, 1989:391 ) seba-
gai conditio sine quanon ( keadaan yang merupakan
keharusan ) satu sama lain ( Aruan Sakidjo dan Bem -
bang Poenomo, 1990:172 ).

Ketentuan adanya satu perbuatan tersebut dapat
dilihat dalam pasal 63 ayat 1 KUHP yang berbunyi :
n Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu
aturan pidana ........" ( Moeljatno, 1985:33 ).

Sedangkan tentang adanya beberepa perbuatan
pidena, hal ini dinyatakan dalam pasal 64, 65 ayat 1
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66 ayat 1, dan pasal 70 ayat 1 KUHP. Untuk lebih Je-
lasnya dapat dikemukakan salah satu dari pasal di
atas, Dalam pasal 65 ayat 1 disebutkan : D

Dalem hal perbarengan beberapa perbuatan yang
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri

sendiri - sendiri, sehingga merupakan beberapa ke
jahatan {eeeeesss. ( Moeljatno, 1985: 34 ).,

b, Perbuatan - perbuatan itu dilakukan satu orang

Perbarengan perbuatan pidana itu merupskan salah
satu golongan perbuatan pidana yang dilakuken oleh
satu orang saja, maksudnya beberapa perbuatan pideana
itu dilskukan oleh satu orang merupaken salsh satu
syarat yang harus dipenuhi agar perbuetan - perbuatan
tersebut dapat dinyatakan sebagal perbarengan perbuat
an pidena ( S.R. Sianturi, 1989:392 ).

Hal itu dikatekan oleh Pompe yang dikutip oleh
E. Utrecht bahwa daleam perbarengan perbuatan pidena
itu terdapat satu orang telah melakukan beberapa per
buatan pidena berturut-turut ( E. Utrecht, 1987:204).
Demikian juga R. Soesilo mengatakan bahwa perbarengan
'perbuatan pidana itu melukiskan satu orang melakuken
beberaepa perbuatan pidana ( R: Soesilo, 1991:80 ).

c, Perbuatan - perbuatan itu velum mendapat keputusan

hakim ( vonis ).
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Beberapa perbuatan itu dapat digolongkan seba-
gal perbarengan perbuatan pidana apabila perbuatan
perbuatan itu belum ada yang mendaspat putusan hakim,
sebab kalu salah satu dari beberapa perbuatan pidana
itu telah ada putusan hakim ( vonis ), maka hal ini
merupnRaf-penbedaantara perbarengan perbuatan pida

na dengan pengulangan perbuatan pidana,

Adapun perbedaan antara perbarengan perbuatan
pidana pengulangan perbuatan pidana adalah bahwa
dalam perbarengan perbuatan pidana waktu entara kedua
rperbuatan itu pelakgnya belum dijatuhi pidana pada
perbuatannya yang pertama , sedangkan dalam pengulang
an perbuatan pidana, pelakunya telesh dijatuhi pidana
pada perbuatannya yang pertama ( E, Utrecht, 1987 :
204 ),

d, Perbuatan-perbuatan itu akan diadili  berbarengan
( sekaligus ).

Beﬁerapa perbuatan pidana tersebut akan di
adili secara berbarengan ( sekaligus ) yakni perkara
perkara itu akan diajukan atsu disidangkan pada waktu
yang sama, Penyidangan yang demikian itu dimaksudkan
untuk memperoleh satu keputusan hakim ( vonis ) bagi
semué?perbuatan pidena tersebut. Hal ini sesuai deng-

an ketentuan pasal 71 KJHP yang berbunyi :

Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana kemudi
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an dinyataken salah lagi, karena melakukan keja-
hatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan
pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitung-
kan pada pidana yang akan dijatuhken dengen meng
gunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal
erkara-perkara diadili pada saat yang  sama

? Moeljatno, 1985:36 ).
Disamping itu, ketentusn pesal 71 KUHP diatas
:dimeksddlten untuk mencegah penuntut umum memeceh per
kara perbarengan perbuatan pidana yang dapat beraki-
bat pemidaan yang melebihi dari yang semestinya dan
untuk menghindari pemidanaan baru dari para hakim
Jika menghadapi pemisahan perkara perbarengan per-

buatan pidana,

Untuk itu, hakim harus selalu menanyakan apa
kah seseorang ferdakwa sudah pernah diadili sebelum
nya ataukah belum, Dalam hal ini perlu diperhatiken
bahwa undang undang tidak membatasi bshwa putusan
pertama itu merupakan putusan dari hakim atau penga-
dilan setempat yang sama atau tidak, Karenanya putua
an pengadilan/mahkameh yang lainpun tercakup dalam
ketentuan pasal 71 KUHP tersebut ( S.R. Sianturi ,
1989: 409 ).

Dari uraian di ates dapat disimpulan bshwa
beberapa perbuatan pidana itu dapat dinyatakan seba-
gal perbarengan perbuatan pidana apabila telah meme

nuhi unsur - unsurnya , yaitu :

1). Ada satu perbuatan yang melanggar beberapa
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peraturan hukum pidana atau ada beberspa perbu-
atan pidana seperti yang dirumusken oleh undang
undang

2). Perbuatan - perbuatan itu dilakukan oleh satu
orang

3). Perbuatan - perbuatan itu belum ada yang menda-
pat keputusan hakim ( vonis )

4), Perbuatan - perbuatan itu aken diadili secara

berbarengan ( pada waktu yang ssma ),
3. Bentuk - bentuk

Perbarengan perbuaten pidana merupekan salah satu
dari Jenis perbuatan yang sudah diatur oleh KUHP dalam
beberapa pasalnya, Dalam pasal-pasal tersebut,perbareng
an perbuatan pidena itu dapat dibedakan menjadi tiga
bentuk, yaitu :

a. Perbarengan satu perbuatan ( Concursus idealis )

Perbarengan satu perbuatan ( Concursus idealis )
adalah satu perbuatan masuk dalam beberapa peratur-
an hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang sehing
ga orang itu dianggap melakukan beberapa perbuatan
pidana ( Aruan Sakidjo dan Bambeng Poernomo, 1990 :

170 ).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dengen satu
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perbuatan itu terjadi beberapa perbuatan pidana yang
lain, Misalnya seseorang menembak A dengan kehendak
untuk membunuhnya yang sekaligus telsh melukai B
karena peluru yang mengenai A tersebut tembus kepada
g. Sedangkan lukanya B tersebut tidak dik'ebendaki
oleh penembak, Dalam hal ini berarti penembak  teleh
melanggar pasel 338 dan pasal 351 KUHP ( S.R.Stéanturi
1989:393 ).

Perbarengan satu perbuatan tersebut telah diatur
di dalam KUHP pasal 63 ayat 1 dan 2, Sedangkan penger
tiennya diembil dari pasal 63 ayat 1 KUHP yang ber
bunyi

Jika suatu perbuaten masuk dalem lebih dari
satu aturen pidesna, mska yang dikenakan hanya
salsh satu diantara aturan-aturan itu ; Jjika ber
beda-beda yang dikenakan yang memuat anceman pida
na pokok yang paling berat ( Moeljatno, 1985:33).

b, Perbarengan beberapa perbuatan berlanjut ( voort -
gezette handeling ).

Perbarengan beberapa perbuatan berlanjut (Voor
tgezette handeling) adalsh beberapa perbuafan pidana
yang dilakukan oleh seseorang Yyang masing masing
merupskan perbuatan yang berdiri sendiri (kejehaten

atau pelanggaran) yang diantara perbuatan itu ada

hubungannya satu sema lain yang harus diangg.,seba-

gal perbuatan berlanjut ( Aruan Sekidjo dan Bambang
Poernomo, 1950:170 ).
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Dalam hal ini dapat diberikan contoh, seseor-
ang yang berniat untuk mengeniaya temannya yang sa
ngat dibencinya. Pade suatu hari dia menempeleng dela
pan kali, kemudian besoknya ia memukulinya, dan dua
hari kemudian ia memukulnya lagi dengan besi beberapa
kali,

Perbuatan - perbuatan tersebut havusadipandang
sebagal beberapa perbuatan yang berlanjut, karena per
buatan-perbuatan itu berasal dari satu niat dan macam
nya adalsh sejenis serta dilakuken tidak terlalu
lema ( R. Soesilo, 1991:8% ).

Perbarengan beberapa perbuatan berlanjut di
atas diatur dalem pasal 64 zyzt 1, 2, dan 3 KUHP,
Sedangkan pengertiannya diembil dari pasal 64 ayat 1
KUHP yang berbunyi :

Jika antara beberapa perbuatan, menkipun ma-
sing-masing merupakan kejahatan atau pedanggerany
ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus {
pendang sebagai satu perbuatan berlanjut ( voort-
gezette handeling )eceeeeecsoscsssss(Moeljatno ,

1985: 33).

c. Perbarengan beberapa perbuatan ( Concursus realis)

Perbarengan beberapa perbuatan pidena ( Concur
sus realis ) adalsh beberapa perbuatan pidana yang
masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendi
ri ( kejshatan stau pelanggaran ) yang dilakuken oleh
seseorang dan perbuatan itu tidak perlu berhubungan
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antara yang satu dengan yeng lainnya atau tidakperlu
sejenis ( Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990 :

170 ).

Perbuatan-perbuatan tersebut dapat berupa keja
hatan:kejahatan yang sejenis étau beragam, Misalnya
seseorang mencuri di rumah A pada hari Senin, Pada
hari Rabo, orang itu mencuri legi di rumah B,Kemudian
ia menipu C peda hari Kamis dan juga melakukan suatu
pelanggaran ( S.R, Sianturi, 1989:400 ).

Perbarengan perbtuatan pidana diatur dalam
pasal 65, 66, dan 70 KUHP. Demikian pula pengertian
nya diambil dari ketiga pasal itu, Dari ketiga pasal
tersebut, pefbarengan perbuatan pidana dapat dibeda
kan menjadi tiga bentuk, yaitu :

1). Perbarengaen kejahatan yang diancem dengan pida
na sejenis ( pasal 65 KUHP )

2). Perbarengan kejahatan yang diencem dengan
pidana yang tidak sejenis ( pasal 66 KUHP )

3). Perbarengan pelanggaran dengan masing masing

pidenanya berdiri sendiri ( pasal 70 KUHP ).

L, Sistem dan penerapan sanksi

a, Sistem penerapan samksi perbarengan perbuatan pida

na

Sebelum penerapan sanksi pada perbarengan per-
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buatan pidana tersebut diterangkan lebih lanjut, maka
di dalam ursian ini perlu dikemukken tentang sistem
sistem penerapan sanksi yang digunakan oleh KUHP,

Sistem - sistem tersebutiadalah ¢:.7 - x "e.3%

1), Sistem penjumlehan ( komulasi ) murni

Menurut sistem ini, setiap perbuatan pidana
dijatuhi pidena masing-masing tenpa pengurangsen
Jadi jika seseorang melakuken tiga macam perbuatan
pidana yang masing-masing maksimal anceman pidana
nya 5 bulan, 4 bulen, dan 3 bulan, maka Jumlah

maksimal ancaman pidananya 12 bulen,
2).Sistem penyerapan ( absorbsi ) murni

Menurut sistem ini, hanya maksimal ancaman
pidana yang terberat saja yang dijatuhkan, dengen
pengertian behwa maksimal pidana lainnya ( sejenis
atau tidaek sejenis ) disersp oleh ancaman pidana
yang lebih tinggi. Jadi, apabila seseorang melaku
kan dua macam perbuatan pidana yang masing masing
ancamen pidananya 9 tahun dean L tahun, maka maksi
mal pidana yang dijestuhkan adalah 9 tahﬁn. Dengan
demikian seskan-akan pidana lainnya diviarkan saja

tanpa penyelesaian secara hukum pidana,

3), Sistem penjumlahan ( komulasi ) vterbatas

Menurut sistem ini, bahwa setiap perbuatan
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pidana dijatuhi masing-masing dengan anceman pida
na yang telah ditentukan, nemun dibatasi dengan
suatu penambahan lamanya atau Jjumlahnya yang diten
tukan berbilang pecshan dari yang tertinggi, Misal
nya maksimal penambahan adalsh sepertiga dari yang
tertinggi. Apabila seseorang melakukan dua macam
perbuatan pidana yang masing-masing ancaman pidana
maksimalnya adalsh 6 tahun dan 4 tshun, maka maksi
mal ancaeman pidananya untuk kedua macem perbuatan

tersebut adalsh 6 tahun + 1/3 x 6 tshun = 8 tahun,
4), Sistem penyeraspan ( absorbsi ) dipertajem

Menurut sistem ini, bahwa hanya pertuatan
pidana yang ancaman pidananya yang terberat saja
yeng dijatuhkan dan ditambsh dengan sepertigenya,
Sedangkan ancaman pidana yang lebih ringan  sifat
nya sebagai keadaan yang memberatkan saja, Cara
menentukan maksimal ancaman pidananya ialah seper

ti pada sistem penjumlshan terbatas ( S.R.Sianturi
1989: 405 ).

Dengan demikian, sistem-sistem penerapan sank
si yang digunakan dalam perbarengan perbuatan pida
na itu adalsh :

a)., Sistem penjumlahan ( komulasi ) murni
b). Sistem penyerapan ( absorbsi ) murni

c). Sistem penjumlahen ( komulasi ) terbatas
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d). Sistem penycrepan ( absorbsi ) dipertajam
b, Penerapan sanksi pada perbarengan perbuatan pidana

Padd Cbab~- pertama telah dinystskan bahwa pem
bshasan mengenai penerapan sanksi dalam masalah perba
rengan perbuatan pidana tersebut dibatasi hanya pada
pasal 66 KUHP saja. Dengan demikian dalem ureian ini
hanya aken dijelaskan tentang pasal tersebut,

Pasal 66 KJHP terdiri dari dua ayat yang ber
bunyi :

(1). Dalam hal perbarengen beberapa perbuatan
yang masing-masing harus dipandang sebagai perbu-
atan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga meru-
pakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan
pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan
pidana atas tiasp-tiap kejshatan, tetapi Jumlahnya
tidak boleh melebihi maksimum pldana yang 1¢ Cber:
berat ditambah sepertiganya.

(2). Denda dalem hal itd dihitung menurut lema
nya maksimum kurungan penggenti yang ditentukan
untuk perbuatan itu ( Moeljatno, 1985: 34 ),

Peda dasarnya, pasal 66 KUHP tersebut mengan -
dung dua pengertian pokok, yaitu :

1. Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan se

bagal perbarengan perbuatan pidana,

Menurut pasal 66 ayat 1 di atas bshwa perbuat-
anpperbuatan pidana yang diatur hanyalah perbuatan

perbuatan pidansa kejahatan yang diancam dengan
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pidana pokok yang tidak sejenis saja dan masing
masing perbuatan itu berdiri sendiri artinya seti-
sp perbuatan pidana itu merupaken perbuatan pidana
yang dapat diancam dengan pidana yang sudah diten-
tukan oleh KUHP,

Adapun yang dimaksud dengen pidana pokok yang
tiddk* sejenis ialah pidana pokok ( pasal 10 ) di
ancamkan pada setisp perbuatan pidana yang tidak
sejenis, misalnya perbuatan yang satu diancam deng
an pidana mati, perbuatan yang lainnya diancam
dengan pidana penjara, dan pidana yang lainnya di
ancam dengan pidena kurungan dan sebagainya,Ketiga
jenis ancaman pidana tersebut adalah pidana pokok
yang tidak sejenis,

2). Sanksi yang dijatuhkan kepesda pelaku perbareng

an perbuatan pidana,

a). Ketentuen sanksi pada pasal 66 ayat 1 KUHP

Ketentuan sanksi pada pasal 66 ayat 1
KUHP tersebut bukan sustu ancaman pidana yang
sudah tertentu jenis atau anceman pidananya ,
akan tetapi merupakan suatu ketentuan  anceman

pidana yang bersifat umum,

Meskipun demikian, anceman pidana itu
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dapat diterapkan terhadap kejahaten - kejahatan
yang diancam'.... dengan pidana pokok yang tidak
sejenis yakni ditetapkan beberapa pidana  seba
nyek dengan kejahatan - kejahatan yang telah
dilakukan ( E, Utrecht,1987:186 ). Akan tetapi
hal itu tidak dikehendaki oleh pembuat undang
undang dan oleh karena itu, maka diadakan pemba
tasan di dalam penerapan ketentuan pidana ( R .
Tresna, 1959:172 ).

Pembatasan ketentuan pidana tersebut ada
lah setiasp perbuatan pidana dijatuhi pidana
yang Jumlah seluruhnya tidak boleh melebihi mak
sime)l ancaman pidana yang terberat ditambeh
sepertiganya. Ketentuan pembatasan ini ditegas
- kan oleh pasal 66 ayat 1 KUHP yang berbunyi

ceseesomaka dijatuhkan pidana atas tiap
tiap-tiap kejehatan, tetapi Jumlahnya tidak
boleh melebihi maksimal pidana yang “ . terbe

rat ditembah sepertiga ( Moeljatnp,1985:3h)
Dengan demikian, menurut sistem ) penera-

pan sanksi pada perbarengan pertuatan pidana
tersebut, maka pasal 66 ayat 1 KUHP di ates
memakai sistem penjumlshan ( komulasi ) terba -

tas dalam penerapan pidananya,

Adapun penerapannya adalah : seseorang

melakukan §0§e macam perbuatan pidana ¢ Kejehat
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an ) yang masing-masing diancama dengan pidana
yang maksimalnya penjara 5 tshun, dan pidana
kurungen 1 tahun, Maka Junlah lamanya hukuman
penJjara dan hukuman kurungan tidak boleh mele-
bihi satu dan sepertiga kali 5 tahun mmengadi
6 tehun 8 bulan,

b). Ketentuan sanksi pada pasal 66 ayat 2 KUHP

Pasal 66 ayat 2 KUHP di atas mengatur
tentang pidana denda dan pidana kurungan peng-
ganti jika pidsna denda tidak dibayar oleh pe
lakunya, Dalam penerapannya, pidana-pidana ter
sebut dibatasi seperti yang ditentukan dalam
pasal 66 ayat 1 KUHP,

Dalam hael pembatasan pidana pada pasal
66 ayat 2 KUHP tersebut terdapat perbedaan pen
dapat diantara para sahli hukum, Menurut Noyon
pembatasan itu hanya mengenai pidana kurungan
"wpengganti denada saja, sehingge hakim dapat
menetapkan pidana denda secara tidak terbatas,
Sedangkan menurut Blok bahwa pembatasan itu

mengenai pidana denda ( E, Utrecht, 1987:188).

Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan
satu contoh : seseorang melekukan dua macam
perbuatan pidana yang satu diancam dengan pida
na penjara 6 bulan dan yang lainnya pidana
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pidana denda Rp 3000,00 dan keduanya adalah
pidana maksimél. Adspun maksimal pidana kurung
an pengganti adalsh 6 bulan ( pasal 30 ayat 3
KUHP ),

Jika pidana denda tersebut tidaek dibayar
oleh terpidana, maka penerapannya adalah :
.'Menurut Noyon bahwa hakim bisa menetapkan pida
na maksimalnys 6 bulan penjara dan dua bulan
kurungan pengganti ( Jjumlah pidana kurungan
pengganti : 1/3 x 6 bulan = 2 bulan ),Sedangkan
menurut Blok bahwa hakim dapat menetapkan pida=-
na maksimalnya adalah 6 bulan penjara dan 6
bulén kurungan pengganti denda,

Apabila pidana denda tersebut dibayer
oleh terpidana, meska penerspannya adalah :
Menurut Noyon bahwa hakim dapat menetapkan pi-
dana maksimalnya adalah 6 bulan penjara dan
pidana denda Rp 3000,00., Sedangkan menurut Blok
hakim dapat menetapkan pidana maksimalnya yaltu
6 bulan penjara dean pidena denda Rp 1000,00
( jumleh pidana denda : 1/3 x Rp 3000,00 =
Rp 1000,00 ).

Walaupun dalam penerapan pidana pasal
66 ayat 2 di atas terdapat perbedaan pendapat
tetapl pada dasarmya pasal tersebut masih di
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batasi oleh maksimal pidana yang terberat di
tambah sepertiganya, sebab pasal di atas meru-
pakan satu rangkaian ketentuan dari pasal 66
ayat 1 KJHP tersebut yang membatasi di dalem

penerapan pidananya,

Dalam hukum pidana, pada umumnya berat
nya pidana maksimal itu dapat dissmekan dengan
jumleh maksimal dari pidana yang dijatuhkan pa
da setiap perbuatan pidana yang bersangkutan .
Akan tetapi dalem hal perbarengan perbuatan pi
dena ini pembuat undang undang hukum pidana ber
sifat agak lunak ( E, Utrecht, 1987:185 ).

Memurut Jomkers, sifat agek lunak ter
sebut karena rangkaian pertuatan yang dilskukan
oleh terdakwa ( pelaku ) tersebut tidak dihenti
kan oleh suatu peringatan hakim ( Jonkers,1987:
225 ).artinya setiap perbuatan pidana tersebut

- bg%um gda yang mendapat putusan hakim yang ber

Ljﬁékﬁggg;nhukum yang tetap,

Dari uraian tersebut di atas temyata sistem yang
dlgunakan oleh KUHP dalam masalah perbarengan perbuatan
pidena yeng terdapat dalam pasal 66 ayat 1 dan 2 KUHP
adalah sistem penjumlehan ( komulasi ) terbatas, Adapun
penerapan pidananya jalsh setisp setiap perbuatan pidané
( kejshaten ) dijatuhi pidana maksimalnya, akan tetapi
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maksimal dari jumlah seluruh anceman pidana tersebut
tidak boleh melebihi dari ancaman pidana yang  terberat
diantars perbuaten-perbuatan pidana itu ditembah dengan
sepertigenya yaitu sepertiga dari anceman pidana v yang
terberat diantara pidana yang diancemkan terhadep seti
ap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelakunya,

Perbarengan perbuatan pidana dalam hukum Islam

1. Pengertian

Untuk lebih jelasnya pengertian tenteang perbareng
an perbuatan pidana, maka akan dikemukakan pendapat shli
hukum Islam tentang istilah tersebut,

Menurut Ahmad Hanafi, bahwa yang dimaksud dengan
perbarengan perbuatan pidana (At-ta'addadatul-jardim )
yaitu bermacam-macam perbuatan pidana yang dilakukan
oleh seseorang Yyang masing-masing perbuatan tersebut

belum pernsh memperoleh keputusan akhir ( Ahmad Hanafi,
1986:326 ).

Dari pengertian di atas bashwa yang dimaksud per
barengan perbustan pidana (At-te'addadatul Jardim 3
adalsh beberapa macam pe. buatan pidang yang dilakukan
oleh seseorang yang setiasp perbuatan itu pelakunya belum
perneh dijatuhi pidana,
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2. Unsur - unsur

Perbuatan - perbuatan pidana itu dspat diklasifi-
kasikan sebagai perbarengan perbuatan pidena apabila

terdapat unsur - unsur di bawah ini :

a, Ada beberapa macem perbuatan pidana

Beberapa perbuatan pidana merupakan hal pokok
yang harus ada dalam perbarengan perbuatan pidana,
sebab jika hanya ada satu perbuatan pidana saja,maka
pada hakekatnya itu berdiri sendirl dan tidak ada
yang dapat dijadikan untuk berbarengan,

Hal tersebut menunjukkan bshwa perbarengan per
buatan pidana itu dapat terjadi bila setiap kali ter
depat beberspa macem perbuaten pidana ( Abdul Qodir
'Audsh, 1994:744 ),

b. Beberapa macam perbuatan itu dilskukan satu orang

Hal ini menunjukkan bshwa spabila ada bebera-
pa orang melakukan suatu perbuatan pidena, maka per
buatan pidana tersebut tidak dapat dikategorikan seba

gal perbarengan perbuatan pidans,

Jika beberapa perbuatan itu dilakukan oleh
beberapa orang pelaku, maka perbuaten-perbuatan ter

sebut merupaskan bentuk perbuatan pidana yang +kainnya
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yekni penyertaan perbusten pidana , sebab dalam 1.7pg-
nyertaan perbuatan pidana itu terdapat beberepa pela
ku untuk terjadinya perbuatan pidana ( Ahmaed Hanafi,
1986:136 ).

¢. Perbuatan-perbuatan pidana itu masing-masing belum
pernah dijatuhi hukumen,

Hal ini mempunyai pengertian bahwa seluruh per
buatan pidana itu belum pernmsh dijatuhi pidana yang
berkekuatan hukum yang tetap,

Jika salah satu dari beberapa macam perbuatan
pidana itu telsh ada yang dijatuhi pidana sebelumnya,
maka beberspa macam perbuatan pidana itu tidak deapat
dimasukkan sebagal perbarengen perbuatan pidena, me-

lainken sebagal pengulangen perbuatan pidana,

Hal ini sebageimana yang dijelaskan oleh Abdul

Qodir ‘'Audah :
s A_—sB Mfng\/ﬁJu \JL‘;I

4! MJ’L}‘J

( Abdul Qodir 'Audeh I, 419943744 ) yang artinya : Ada
pun dalam pengulangan perbuatan pidansyl maka pelaku
perbuaten pidena itu sudsh melskuken perbuaten  yeng
sesudsh perbuatan pidana yang pertama mendapat

pidana,
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3. Bentuk « bentuk

Bentuk - bentuk perbarengan perbuatan pidana di
delam hukum Islam ada dua macam, yaitu :

a, Perbarengan perbuatan pidana yang lahir ( At-ta'e-

ddadag-gﬁriy ).

Perbarengan perbuatan pidana yang lahir ( At-ta'a
ddadu.:s-g‘iriy ) yaitu suatu perbuatan yang dapat
terkena beberapa macam ketentuan, Misalnya seseorang
melakukan penganiayaen terhadap petugas yang sedang
menjalankan tugasnya. Dalam hai ini perbuatan terse
but dapat dikatakan sebagal penganiayesan dan me-
lawan petugas ( Abdul Qodir 'Audsh I, 1994:744 ),

b, Perbarengan perbuatan pidana yang benar -  benar

( nyata ) ( At-ta'addadul haqiqiy ).

Perbarengen perbuatan pidana ( At-ta'addadul-haqi
aly ) adalah beberapa macam perbuatan pidana yang di
lakukan oleh seseorang Yyang masing - masing perbuat
an pidana tersebut dapat dianggep sebagai perbuetan
pidana yang berdiri sendiri,

Dalam hal berikut dapat diberikan satu contoh
misalnya seorang tukang pencak ( pesilat ) menendang
orang lain sehingga melukai sebagian tubuhnya,dan -dia
Juga menikem orang lainnya sampai meti. Dalam hal ini

*
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pesilaet tersebut telah melakukan dua macam perbuatan
pidana yaitu melukai ssztugorang dan membunuh orang
lainnya ( Ahmad Hanafi, 1986:326 ),

Sistem dan penerapan sanksi

a, Sistem penerapan sanksi pada perbarengan perbuaten

pidana,

- Adapun sistem penerapan sanksi ( pidana ) yang
digunakan oleh hukum Islam untuk menjatuhkan pidana
kepada pelaku perbarengan perbuatan pidena adaleh :

1). Sistem berganda ( Nezariyatul-jem'i )

Menurut sistem ini, bshwa semua pidana yang
tertentu untuk setisp perbustan pidana tersebut
dijatuhkan kepada pelakunya ¢ Abdul Qodir 'Audah

I, 9LbLsT7LS ),

Dengen demikian telsh jelas bshwa setisp per
buatan pidana akan dijetuhi pidane sesuail dengan
ketentuan pidenanya, Walaupun sistem ini sudseh di
kenal di kalengen fuqasha', tetapi teori  tersebut
dibatasi pula dengan dua teori yang lain, yaitu
teori saling memasuki ( tedakhul ) dan teori
penyerspan ( al-jabbu ) ( Ahmad Henafi, 151986519

331 ).
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2). Sistem saling-memasuki atau saling melengkapi
( Nazariyatut-tadakhul )

Menurut sistem ini bahwa beberapa perbuastan pi
dana itu dijatuhi satu pidana seperti kalau pela
kunya melakukan satu perbuatan pidana,

Dalam sistem ini, penjatuhan satu pidana itu
did&sarken pada dua prinsip, yaitu :

a). Beberapa macam perbuaten pidana itu satu
macam, Seperti : seseorang melakukan bebera
pa perbuatan pencurian ( pencurian secara
berulang-ulang )., Menurut pehdapat yang ku
at, beberaspa perbuatan itu dianggap satu
macam selama obyeknya satu, waleaupun unsur
unsur pidananya berbeda-beda, seperti zina
yang dilakukan oleh orang muchson dan oleh
orang yang bukan muhson yang keduanya meru
pakan pidana zina, meskipun unsur-unsur pi

'» dananya berbeda-beda,
Alasan prinsip ini karena pada dasarnya pi-’
dana itu disysri‘atkan ( ditentukan )dengan
maksud untuk memberikan pengajaran dan pen
cegahan dan bshwasanya satu pidana itu te
1sh cukup untuk mewujudkan dua tujuan terse
but. Apabila diperkirakan pelaku itu akan

mengulanginya dan benar-benar diulanginya
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maka pelaku tersebut harus dipidana pada perbua
tannya yangilain,

b),.Beberapa perbuatan pidana itu macamnya berbeda
beda, akan (detapi pidana-pidenanya itu dite
tepkan untuk melindungi satu kepentingan ( mas-
laheh ) atau satu tujuan, seperti seseorang
makan ﬁangkai, darah dan daging babi, maké atas
tiga perbuatan pidana itu pelakunya hanya dija-
tuhi satu pidana, sebab pidana-pidananya untuk
satu tujuan yakni untuk memelihare kesehatan
perseorangan dan masyarakat (. Abdul Qodir Addsh
I, 1994 : 748 ),

"3). Sistem penyerapan ( Nazariyatul-Jjabbi )

Memuarut sistem ini bahwa cukup dijatuhken satu
pidana yang dapat menyerasp pidana-pidana lainnya dan
yang dimaksud pengertian ini ialah pidana mati yang
pelaksanaannya depat menghalangl atau menggugurkan
( menyersp ) pidana-pidana lainnya ( Abdul Qodir
tAudsh I, 1994 ¢ 748 ),

Dengan demikian, sistem penerspan pidana pada
perbarengan perbuatan pidana yang digunakan hukun
Islam‘sdalah :

a). Sistem berganda ( Nazariyatul-jam'i )

khuli )
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¢). Sistem penyerapan ( Nazariyatul-jabbi )

b.fPenerapan sanksi pada perbarengan perbuatan pidana

Dalam uraian ini askan diterangkan tentang pene
rapan sanksi pada perbarengan perbuatan pidana yang
benar-benar (nyata) ( At-ta'addadul haqlqiy ) yakni
penerapan pidana terhadap orang yang melakukan bebera
pa macam perbuatan pidana yang masing-masing perbust
an itu dianggap sebagai perbuatan pidana yang berdiri

sendiri,

Sehubungan dengan penerapan pidana tersebut ,
meka akan dikemukakan beberapa pendapatpara ahli hut-
kum Islem mengenai hal tersebut berikut ini :

1). Menurut pendspat Imem Ahmad

Jika pidana had yang merupakan hak Allah ber
kumpul dan didalamnya terdapat pidana mati, maka
pidana-pidana yang lainnya gugur. Seperti seorang
muhson melakukan pencurian, perzinaan, minum minum
an keras, den membunuh dalam perbuatan pidana pem
begalan/perampokan/penggangguan keamana (?irﬁbah).

Apebila pidana-pidena had tersetut berkumpul
dengan pidana had yang merupakan hak-hak manusia
(ademi) dan di dalamnya terdspat anceaman pidana
mati, maka hak-hek manusia tersebut harus dilaksa-
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nakan terlebih dahulu dan hak-hak Allsh diserap
oleh pidana mati, baik sebagaei pidana had atau
pun pidana qisas, Seperti barang sispa yang memo -
tong jari orang lain dengan sengaja dan memfitnsh-
nya, kemudian minum minumen keras, mencuri,berzina
dan membunuh orang lain, maka pelakunya dipotong
jarinya sebagal qisas, kemudian dipidana had untuk
pemfitnahan, lalu dipidana mati, sedang pidana
pidana yang lain gugur ( Abdul Qodir 'Audsh I,1994
749 ).

Pada paragraf pertama di atas, Imam Ahmad mene
rapkan.sistem penyerapan yakni pelaku perbarengan
perbuatan pidana itu henya dijatuhi satu pidena
saja yaitu pidana mati, Hal ini dilaksanakan sebab
beberapa perbuatan pidana tersebut semuanya merupa

ken hak Allsh sehingga cukup satu pidena seja,

', Adapun pade paragraf kedua, Imsm Ahmadmenerap-
kan sistem saling melengkepi yakni hanya dijatuh -
kan satu pidana saja pada perbuatan-perbuatan pida
na yang diancem dengen pidana yang sema, 8edangkan
perbuatan-perbuatan pidana yang‘ancaman pideananya

berbeda, masing - masing tetap dijatuhi pidana,

Dalam hal tersebut, Imam Abu Hanifsh berpenda-
pat bshwa kalsu terdapat gabungan hak manusia deng
an hak Allsh, meka hak manusislsh yang harus dida-
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huluken, karena pada umumnya manusia ingin sege
ra mendspatkan haknye, Kalau hak-hak Allah  ti
dak mungkin dileksanakan sesudesh itu, maka
gugurlsh hak tersebut. Adepun bila hek -  hak
Allah memungkinkan untuk dilaksanaken dan lebih
‘dari satu hak, maka satu hak saja yang dijatuh .
kan ( Ahmad Hanafi, 1986:334 ),

2)., Memurut pendapat Imem Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap pide-
na dari semua perbuatan pidana itu dijatuhkan
kepada pelakunya selsma pidana yang satu dengan
dengan yang lainnya tidak saling melengkapi
yang peneraspannya dimulai dari pidana yeng me-
rupakan hak manusis ( adami ) selain pidana ma-
ti, Kemudian pidana yang merupekan hak Allsh
yaitu sekumpulan hak (= pidana) yang bukan
pidana mati, kemudien pidana mati, Oleh sebab
itu kalau pidana-pidesna had berkumpul, misalnye
seorang Jjejakea bergina,_memfitnah, mencuri dan
membegal /menyamun dengan pembunuhan, dan  mem-
bunuh orang lain dengan sengaja, maka pertema
kkall Jejaka tersebut dijatuhl pidana had da-
lam had pemfitnahan, kemudian dia dipenjara sam
pai sembuh lalu tangan kenan dan kaki kirinya
dipotong untuk pencurian dan pembegalan/penya-
mun, kemudien dia dipidena mati sesudah itu,
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, Apebila dia mati pada suatu pidana hed térsebutt
make gugurlah pidana-pidana had yang merupakan
hak Allsh karena matinya dan ditinggalkan, den
ditinggalken hak-hak manusia sperti diyat dan
hariga yeng dicuri yang terdspat pada harta
jejaka tersetut ( Abdul Qodir 'Audsh,I, 1994 :
750 ).

Dalam penerapan pidana tersebut, Imam
Syafi'i menggunakan sistem T=ribefganda yakni
"setiap perbuatan pidana itu dijatuhi pidana,
akan tetapi dalam penerapannya tersebut ada
perbuatan pidana yang tidak dijatuhi pidana
kerena pidana yang lain saling melengkapi. Deng
an demikian, maka sistem berganda tersebut
tidak dilaksasnakaen secara mutlak oleh Imam
Syafi'i, melainkan masih dibatasi oleh sisten

saling melengkepi.
3); Menurut pendapat Imam Malik

Jika pidena had matl yang merupakan hak
Allsh berkumpul dengan pidena had yang merupa-
ken hak manusia ( qisas ), maka pidena had
mati sebagai hak Allsh tidak dapat dijalankan
( ditegakkan ) karena pidana mati tersebut me-
nyerapi semua pidana itu kecuali pidana vpem-
fitnahan yang tetap dijalankan lalu pidana mati
( Abdul Qodir ‘Audeh I, 19942749 ).
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Dalam hal ini, Imam Malik menerapkan sistem
saling melengkapi dan beliau mendahulukan pida-
na untuk pemfitnshan, kemudian menjatuhkan pi-
dena mati sebagal pidana yang tereskhir dari
pelaksanaan pidana atas perbuatan-perbuatan ya-

ng dilakukan oleh pelakunya,

Dari ureian di atas ternyata bashwa penerapan
pidana pada perbarengan perbuatan pidana dalam
hukum Islam itu menggunaskan sistem berganda ,
akan tetapi masih dibatasi oleh sistem saling
melengkepi dan dikeitkan dengan pelaksanaan
hak-hak yesng terdapat di dalam pidana tersebut,
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nambahan lamanya/jumlahnya yang ditentukan berbilang
pecahan ‘dari yang tertinggi (S.R. Sianturi, 1989:405).
Sesual dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 KUHP di atas behwa
penambahan lamanya/jumlahnya pidana itu adalah sepertiga

dari maksimal pidana yang terberat ‘yakni maksimal pidana
diantara maksimal pidana yang diancamkan itu,

Dalsm masalah penerapan sanksi tersebut, hukum
Islam menggunakan sistem bergande yang dibatasi oleh sistem
saling melengkapi dan éistem penyerapan ( Ahmad Hanafi ,
1986 : 331 ), Dengan kata lain bahwa penerapan sanksi
itu digunskan sistem berganda tetapi pelaksansannya ti-
dak mutlak,

Pemakaian sistem penjumlshan ‘(komulasi) terbatas
dalam KUHP tersebut didasari oleh tujuan hukumrpidana itu
sendiri yang secara umum adalah untuk mencapai keadilan
sedapat mungkin, baik menurut paxidangan awami maupun me=

nurut pandangan hukum,

Keadilan memurut pandangan awami adalah syatu kesera
sian, kebebasan dan ketertiban yang sehat dan wajar entara
penggunaan hak dak pelaksanaan kewajiban  yang | meliputi
hal-hal materiel (lahir) dan spirituel (batin). Sedangkan
menurut pandangan hukum, keadilan adalah keserasian antara
kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang mery=ngkut
segi lahir (jasmani) dan segi batin (rohani) ( Purnadi

den Ridwen Helim, 1989:21 ).
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Dalam kaitannya dengan tujuan umum hukum  positif
tersebut, maka tujuan umum dari hukum Islam adalah untuk
mewujudkan kepentingan ( kemaslchatan ) manusia dengan '
menjemin kebutuhan pokoknye ( daruriyah ), memenuhi kebutu
han skundernyza ( hajiyah ) dan memenuhi kebutuhan peleng-
kapnya ( tshsiniyah ) ( Abdul Wahhab Khallaf, 1993 : 262).

Sehubungan dengan tujuan umum dari hukum  pidanes
positif itu Persébut apabilé dikaitkan dengan pencapaian
keadilan maka memurut hukum Islam perwujudan keadilan itu
berkaitaq erat dengan penggunaan hak dan pelaksansan ke=-
wajiban dari setiasp manusis yakni ada hubungan timbal
balik antara hak dan kewajiban ( Hasbi Ash Shiddieqy,1975a
206 ).

Disamping itu, keadilan tidak dapat direalisasikan
jike sifat - sifat keutamaan dan kasih sayang tidak merata
dalam masyarakat dan masing - masing anggote mesyarakat

itu tidak menghargai kemaslzhatan saudaranya.

Atas daser hubungan timbal balik tersebut, maka ke
adilan dapat terwujud dan skibatnya kepentingan setiap
anggota masyarakat akan terpenuhi. Dengen demikian,menurut
hukum Islam bahwa keadilan itu bukan sustu tujuan yang
hendak dicapai, melainkan sebagai alat untuk merealisir

kemaslahatan manusiza,

Keadilan ini berksitan dengan keserasian pengguna-

an hek dan pelaksanaan kewaJjiban serta antara kepastian
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hukumdan kesebandungan hukum, baik yang menyangkut  aspek
lahir maupun batin, Hal ini memberikan pengertian bahwa
jike seseorang melakukan perbuatan pidana ( baik berupa

kejshatan atau pun pelanggaran ), maka :

1, Menurut pandangan awami berarti orang tersebut telah
melakukan suatu perbuastan :

a. Melawan hak ( hak orang lain ), karena la sebenarnya
sama sekali tidak diberikan hak oleh hukum untuk me-
lakukan perbuaten tersebut

b, Melanggar kewajibamnya, karena sebenarnya 1a harus
bersikap yang baik dan melakukan tindakan - tindakan
vang mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain

?. Menurut pandangen hukum ;

a, Orang tersebut harus dan pasti akan dipidana (ke-
pastian hukum )

b. Macam dan berat ringannye pidana yang harus diberikan
atau dijalanimya adalah setimpal atau sebanding denge
an kesalzhannya ( kesebandingan hukum ) ( Purnadi
Purbacaraka den A, Ridwan Halim, 1989 : 7 ).

Pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana posi -
tif mengenai perbuastan pidana dan pidananya tersebut ada
persamaarmys yakni di delam perbuatan itu terdapat pelangga
ren terhadep hek orang lain dan sebagei imbangannya ! ( ke-

sebandingarmpa ) islah dijatuhi pidana terhadap pelakunya,

Sehubungan dengan adanya pertalian antara penggunaan
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hak dan pelaksansan kewajiban tersebut timbul pertanyaan
bagaimana penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban tersebut
dalam kaitannya dengan perbarengan perbuatan pidana diatas,

Dalam pembzhasan di atas telah disebutkan bahwa di
dalem perbustan pidana ita terdapat pelanggaran terhadap
heak-hak orang kain dan sebagai imbangannya  adalah pidane,
Ealam kaitennya dengan masalah tersebut, KJHP telah meng -
ancam pelaku perbarengan perbuatan pidana itu dengan pen-
jatuhan pidana pada setizp perbuatan pidana, akan tetapi
jumlahnyaitidakapeleh melebihi maksimal pidana yang ter-
berat ditambah sepertigenya seperti yang telah  ditentuken
dalam pasal 66 ayat 1 KUHP di atas.

Dengan ketentusn yang demikian itu befér‘ti pidana
( sebagesi hak seseorang ) yang seharusnya di terima oleh
korbsn atau walinya itu telah dibatasi oleh pembuat undang
undeng ( KUHP ), sebab jumlah pidananya telah ditentukan
 seperti di atas, bahkan meskipun pidana itu merupakan pida-
na yang maksimal, tetapi hakim jarang menjatuhkan pidana
meksimum dalam praktek sehari-heri ( S.R, Sianturi, 1989 :
403 ) dan pembust undang-undang bersiksp agak lunsk dalem

masalah perbarengan perbuatan pidana,

Dalam hal tgrsebu't, Jonkers mengatakan bahwa  sikap
agak lunak pembuat undéng undang itu karena rentetan (range
kaian) perbuztan pidana yang dilekukan oleh terdakwa tidak
dihentikan oleh putusan hakim ( Jonkers, 1987 : 225 ).
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Sebagaimanz yang telah dikemukakan di atas bshwa
di dalam hal penerapan sanksi . pada perbarengan perbuatan
pidana, dalem hukum Islam menggunekan sistem bergandz yang
dﬂmaiumsmmmwnmmdm@@i@nﬂﬂm penyerap
an, dan sistem tersebut terasa berbeda dengan pembatasan

yang dipakai oleh KUHP,

Dalam sistem saling melengkapi, beberspa macam per-
buetan itu hanya dijatuhi satu pidana saja dan hal ini di

dasarkan dua prinsip, yaitu :

1. Beberapa macam perbuatan itu adalah satu macam atau =obe-
yeknya satu macam walaupun unsur dan pidananya berbeda
beda

2. Beberspa macam perbuatan itu berbeda-beda, tapi pidans
pidananya itu ditetapkan untuk melindungi satu kepenting
an atau satu tujuan ( Abdul Qodir 'Audah I, 1994:748 ),

Sedangkan sistem pényerapan menentukan bahwa bebera-
P2 macam perbuatan itu hanya dijatuhi satu pidana saja
yaitu pidana mati, yang dengan pelaksanaannya dapat me-
nyerap atau menggugurkan pidana - pidama lainnya, Heal ini
dapat dilaksznaken jika beberapa pidana had ( sebagai hak
Allah ) berkumpul yang salah satunya diasncam dengan pidana
mati, maka pidana--:pidana yang lainnya gugur (Abdul Qodir
‘Audah I, 1994 ¢ 749 ).,

Jika pénerapan pidana itu diksitkan dengan pengguns-

an hak dan pelaksanaan kewajiban, maka pelaksanaannya harus
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yeppernatikan asas - asas mengenal hak - hak dan  tujuen
umum dari hukum tersebut sebagai dasar pertimbangan para

hakim untuk menjatuhkan pidana - pidanz tersebut,

Dalam hukum Islam, pelaksanaan hak - hak yang di
kandung oleh suatu pidanes itu ditetapkan bahwa segaia hak
yang dipandang sebagai hak manusia, maka manusiz itu dapat
menggugurkannya, Sedangkan setiap hak yang dipandang seba-
gei hak Allsh, maka:.mamusia tidak dapat menggugurkannyas
( Hasbi Ash Shiddiegiy, 1981 : 232 ).dan setiap hak yang
di dalamnya terdspat gabungan antarz hak Allash dengan hak
manusia, makz mamusia tidak boleh menggugurkan haknya apa-
bila merusak hak Allah ( Hasbi Ash Shiddieqy, 19752 : 272 )

Adzpun tujuan umum dari hukum Islam tersebut adalash
untuk merealisir kepentingan manusia yang pelaksanaannya
telah diatur oleh hukum Islam, Pelaksanaan kepentingan
manusia itu adalash hukum yang bersifat pelengkap tidak di
laksanakan jika dalam pelaksanaannya merusak hukum yang
bersifat pokok dan yang bersifat skunder. Hukum yang Dber-
sifat skunder tidak dilaksanakan jika dalam pelaksanaannya
merusak hukum yang bersifat pokok. Adapun hukum-hukum yang
bersifat pokok ituharus dilaksanakan (dipelihars) dan tidak
boleh merusak salah satu dari padanya, kecuali bilz melak -
sanakan hukum yang pokok itu akan mendatangkan kerusakan
kepada hukun pokok yang lebih penting dari padanya ( Abdul
Vahhab Khallaf, 1993 : 262 ).
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Akan tetapi dalam penerapan pidana pada perbarengan
perbuatan pidana tersebut tidak melupakan pula pada tujuan
pemidanaan itu ialah untug pencegahan, pengajaran, dan penh-
didikan, Dan pidana itu harus dijstuhkan kepada pelaku seba
gai imbangan ( balasan ) atas perbuatan pidananya,

Dengan dasar-dasar ketentuan tersebut dalam penerap
an pidana pada perbarengan perbuatan pidana di atas, maka
akan didapatkan suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban
sehingga keadilan terwujud, baik keadilan menmurut pandangan

awami maupun keadilan menurut pandangan hukum,

Dengan demikian, pembatasan pidana yang diatur di
dalam pasal 66 ayat 1 KUHP di atas kurang sesual dengan
hulam Islam Jika hanya didasarkan pada keadilan,juga karena
setiap perbuatan pidana itu belum permah dijatuhi pidana

saja,

Hal itu Juge kurang sesuai dengan keadilan menurut
hukum pidana positif itu sendiri, sebab nilai dari kepasti
an hukum dan kesebandingan hukum tersebut akan berkurang
yang disebabkan oleh kurangnya hak yang seharusnya diterima
oleh korban atau walinya. Demikian pula dalam penegakan
keamanan dan ketertiban yang dikaitkan dengan keadilan menu
rut pandangan hukum itu sendiri tidek akan berhasil,apabila

pidana itu tidak sebanding dengan perbuatamnnya,

Dalam penegakan keamanan dan ketertiban tersebut,

menurut pandangan hukum bahwa keadilan merupakan terapi
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yvakni pandangan yang menentukan bahwz pidana apakah yang
setepat-tepatnya yang harus diganjarkan terhadap pelakunya
agar kerugian terhadap akibat hak dilanggar/kewajiban yang
tidak dipenuhi tersebut dapat diganti/ditebus atau dinetra
lisir, sehingga keamanan dan ketlertiban atau keadilan wang
semula terganggu itu dabat menjadi pulih kembali (Purnadi,
1989 : &),

‘ Selanjutnya tentang pidana denda dan pidana kurung
an %engganti telah diatur dalam pasal 66 ayat 2 KUHP yang
menyatakan bahwa dende dalam hzl itu dihitung menurut lama
nya maksimum kurungan pengganti yang ditetapkan untuk per-

buatan itu.

Pidana dendz yang ditentukan oleh pasal 66 ayat 2
KUHP di atas menggunakan sistem pemjumlahan ( komulasi )
terbatas dalam penerapannya, Penggunaan sistem tersebut
didasarkan pada ketentuan paszl 66 ayat 1 yang merupakan
ketentuan umum dan pembatasannys Jjuga meliputi pasal 66

eyat 2 KUHP tersebut,

Pembatasan pidans denda ini terdapat dua kemungkin
an, Kemungkinen ini tergantung pads jumlah pidana denda
¥ang terberat dengan jumlah pidana denda yang lainnya yang
lebih ringan, Kemungkinan - kemungkinan tersebut adalah:
1. Denda tersebut dijatuhkan semua, karena jumlah pidana

nya atau deﬁdanya belum mencapai maksimum pidana yang

terberat ditambah sepertiganya,
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Misalnya seseorang melakukan dua kejahatan yang masing-
masing dijatuhi pidanz Rp 7500,00 dan Rp 1000,00, Maks
penerapannyz adalah Rp 7500,00 + Rp 1000,00 = Rp 8500,00
2. Denda tidak dijatuhkan semua, melainkan sebanyak hukuman
maksimal terberat ditambah scpertiganya, karena Jumlah
pidana tersebut melebihi batas yang diperkenankan oleh
undang undang,
Misalnya seseorang melakukan dua kejahatan yang masing

masing dijatuhi pidena Rp 7500,00 dan Rp ©000,00, Maka

penerapannys adalah 1/3 x Rp 7500,00 + Rp 7500,00 = Rp
10000, 00.
Menurut hukum Islam bshwa pidana itu merupakan

alat untuk menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh sebab
itu maka besarnya pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan-
untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari
yang diperlukan untuk menjauhkan akibat - akibat buruk
dari perbuatan itu ( Ahmad Hanafi, 1986 : 157 ).

‘ Oleh karena itu, pidana tidak boleh dijatuhkan apa
bila ternyata hanya menguntungkan pihak korban atau walinya
tetapi merugikan pihak terpidana dan sebaliknya dapat meng-
untungkan pihak " terpidana dan merugikan pihak korban atau

walinya.

Adapun kalau pidana denda tersebut tidak dibayar

oleh terpidana, maka terpidana harus menjalani pidansa ku-
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rungan pengganti yakni pengganti denda tersebut paling
lamz delapan bulan, Ketentuan ini didasarkan pada pasal

30 ayat 5 XUHP,

Mermurut rukum Islam, seseorang itu tidak boleh di
pidana kurungan sebagai ganti denda, kecuali jika die
sebenarnya mampu untuk mengeluarkan denda ( ‘harta ),namun
tidak mau mengeluarkan atau memberikannya, Tetapi kalau
orang tersebut tidak mampu memberikannya, maka orang itu
tidak boleh menjalani pidans kurungan sebagai  pengganti
sejumlah dends yang tidak diampuni, karena pidana kurung-
an ( penjarsz ) itu diadakan sebagai dorongan agar terpida

na mau melaksanakan kewajibannya,

Sebagaimana vang telah disebutkan pads uraian
terdahulu bahwa pidana denda dan pidana kurungan merupa -
kan jenis pidana ta'zir, Adapun mengenai pidana te'zir
ini ketentuan pidananya diserahkan kepada penguasa (Imam)
dengan pidana yang dianggapnya cukup sebagei tindakan
pencegahan ( preventif ) ( Mashmud Syaltut, 1985 : 18 ).
Sedangkan ketentuan - ketentuan pidana itu harus sesuail
dengan kepentingan - kepentingan masyvarakat dan tidak
boleh berlawanan dengaen nas-nas ( ketentuan - ketentuan )
syara' dan prinsip - prinsip yang umum ( Ahmad Henafi ,
1986 : 9 ).

Oleh sebab itu, jike pidana kurungan pengganti

itu dijatuhkan tanpa didessari oleh prinsip - prinsip ter
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